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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa 
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dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Palasa Lambori Kecamatan 
Palasa Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan teori dari Ryaas 
Rasyid (2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

 pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
 observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di 
 Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, 
 Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang- 
 orang yang terlibat langsung dalam Peran Pemerintah Desa yaitu Kepala 
 Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua Kelompok Tani dan Anggota 
 Kelompok Tani. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah 
 Desa Palasa Lambori berjalan baik pada dua indikator yaitu Fasilitator 
 (bantuan kepada kelompok tani telah tersedia), dan Regulator (penetapan 
 Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa). Namun ada dua 
 indikator menghadapi kendala yaitu indikator Dinamisator dinilai belum 
 optimal pemerintah desa perlu menyusun program pendampingan pasca 
 bantuan yang terstruktur, bukan hanya sekedar pengawasan. Indikator 
 Katalisator juga belum optimal dikarenakan program fasilitasi hanya 
 sekedar input produksi dan belum adanya Memorandum of Understanding 
 (MoU) dengan pengusaha/Perusahaan untuk menampung hasil 
 komunitas petani. 

 
ABSTRACT: 

 This study aims to analyze the Role of Village Government in empowering farmer 
 groups in Palasa Lambori Village, Palasa District, Parigi Moutong Regency 
 using the theory of Ryaas Rasyid (2010). This study uses a qualitative method 
 with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by 
 observation, interviews and documentation. The location in this study is Palasa 
 Lambori Village, Palasa District, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi 
 Province. Informants in this study are people who are directly involved in the 
 Role of Village Government, namely the Village Head, Chair of the BPD, Chair 
 of the LPMD, Chair of the Farmer Group and Members of the Farmer Group. 
 The results of the study indicate that the role of the Palasa Lambori Village 
 government is running well on two indicators, namely Facilitator (assistance to 
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Pendahuluan 
Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan desa sebagai salah satu unsur 

penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan wilayah 
pedesaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Desa yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa masyarakat dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2014). Ketentuan 
tersebut memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengelola potensi lokalnya 
secara mandiri, termasuk dalam sektor pertanian yang merupakan sektor strategis 
dalam pembangunan desa. Penguatan kewenangan desa juga dipertegas melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menekankan bahwa 
pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta 
pengembangan potensi ekonomi lokal (Presiden Republik Indonesia, 2015). 

Sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi tulang punggung 
perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Namun, struktur usaha pertanian 
di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh usaha tani keluarga berskala kecil 
yang memiliki berbagai keterbatasan. (Humulusna and Fevria, 2025) menyatakan 
bahwa usaha tani kecil sering mengalami keterbatasan akses terhadap permodalan, 
teknologi, informasi, dan pasar, sehingga petani tetap bergantung pada pedagang 
perantara dan belum mampu membangun posisi tawar yang kuat dalam rantai nilai. 
Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas 
dan keberlanjutan usaha tani kecil. Sejalan dengan hal tersebut, (Agustina et al., 2024) 
menegaskan bahwa dalam sistem pemasaran hasil padi di Kecamatan Pace, petani 
padi sebagai petani kecil masih sangat bergantung pada tengkulak atau pedagang 
perantara akibat keterbatasan modal dan akses pemasaran. Ketergantungan ini 
menyebabkan petani harus menjual hasil panen dengan harga yang lebih rendah, 
sehingga posisi tawar petani menjadi lemah dan pendapatan yang diperoleh belum 
optimal. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pertanian di pedesaan 
tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga dengan lemahnya 
kelembagaan petani dan keterbatasan dukungan kebijakan di tingkat lokal. Dalam 
konteks ini, peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam mendorong 

farmer groups has been provided), and Regulator (determination of Village 
Regulations and Village Head Decrees). However, there are two indicators facing 
obstacles, namely the Dynamic indicator is considered not optimal, the village 
government needs to develop a structured post-assistance assistance program, 
not just supervision. The Catalyst Indicator is also not optimal because the 
facilitation program only provides production input and there is no 
Memorandum of Understanding (MoU) with entrepreneurs/companies to 
accommodate the results of the farming community. 
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pemberdayaan masyarakat petani. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya 
merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan, serta 
memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok masyarakat agar mampu 
bersikap mandiri dalam mengelola potensi, sumber daya, dan keterampilannya, 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan hidup secara 
berkelanjutan (Prihono, Nugrahani and Setyaningrum, 2022). Pemerintah, baik di 
tingkat pusat maupun daerah, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata 
melalui kebijakan dan program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas petani. 
(Astuti et al., 2024) menyatakan bahwa pemerintah desa memainkan peran sentral 
dalam pembangunan lokal, khususnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat 
serta mengelola sumber daya dan potensi desa secara berkelanjutan melalui 
penyusunan kebijakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta fasilitasi 
keterlibatan warga agar pembangunan berjalan lebih representatif dan efektif. 

Peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani tidak hanya terbatas 
pada pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup fungsi strategis lainnya. (Sarman, 
2025) menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator melalui 
penetapan kebijakan dan peraturan desa, sebagai dinamisator dalam menggerakkan 
serta memotivasi partisipasi masyarakat, serta sebagai fasilitator dalam menyediakan 
akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, Ryaas Rasyid 
(2010) menegaskan bahwa pemerintah juga berperan sebagai katalisator yang 
berfungsi mempercepat proses pembangunan dan pemberdayaan melalui penguatan 
kerja sama, inovasi, dan sinergi antar aktor pembangunan. Oleh karena itu, penelitian 
ini menggunakan kerangka peran pemerintah desa yang meliputi peran sebagai 
regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam pemberdayaan kelompok 
tani. 

Pertanian merupakan sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat di 
Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, di mana 
sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian. Namun 
demikian, petani di desa ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti 
keterbatasan modal, rendahnya pengetahuan teknis, serta terbatasnya akses terhadap 
sarana produksi dan pasar. (Oktaviani, Alamsyah and Rusdin, 2024) menyatakan 
bahwa pemerintah telah menjalankan empat peran utama dalam pemberdayaan, yaitu 
sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Namun, pelaksanaan 
keempat peran tersebut belum berjalan optimal. Peran sebagai regulator belum 
disertai pengawasan dan regulasi yang mendetail. Sebagai dinamisator, pemerintah 
belum mampu mendorong partisipasi aktif petani secara berkelanjutan. Dalam 
perannya sebagai fasilitator, bantuan pertanian yang diberikan belum merata dan 
tidak diiringi pelatihan teknis. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah belum 
berhasil menciptakan inovasi dan jejaring kemitraan yang dapat mendukung 
pengembangan kelompok tani. (Raintung, Sambiran and Sumampow, 2021) 
mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani 
di Desa Mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya 
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perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan 
keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh 
para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian 
serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani. (Sitorus, 2025) 
menegaskan bahwa dalam menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi 
desa khususnya kelompok tani, pemerintah telah mendatangkan pihak penyuluh 
untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman kelompok tani agar dapat 
mengembangkan potensi yang ada. 

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran pemerintah desa dan 
pemberdayaan kelompok tani, kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan 
peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator 
dalam pemberdayaan kelompok tani pada desa dengan keterbatasan sarana dan 
implementasi program masih relatif terbatas, khususnya di Desa Palasa Lambori. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam 
pemberdayaan kelompok tani di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten 
Parigi Moutong, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi 
peran tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna memperoleh 
gambaran empiris yang mendalam mengenai praktik pemberdayaan kelompok tani 
di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara 
teoretis dalam pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat desa, serta secara 
praktis menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam 
meningkatkan efektivitas program pemberdayaan kelompok tani. 

 
Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, 
dengan pertimbangan bahwa permasalahan penelitian lebih tepat dijawab melalui 
pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Studi kasus 
dipahami sebagai metode penelitian yang bersifat integratif dan komprehensif, di 
mana integratif berarti penelitian menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, 
sedangkan komprehensif menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan mencakup 
berbagai aspek yang berkaitan dengan fokus penelitian secara menyeluruh. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk 
menggali informasi terkait peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok 
tani, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas 
pemberdayaan di lapangan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk 
melengkapi data berupa arsip, laporan kegiatan, serta dokumen resmi desa yang 
relevan dengan penelitian. Penggunaan ketiga teknik ini dimaksudkan untuk 
memperoleh data yang lebih akurat, mendalam, dan saling melengkapi (triangulasi 
data). 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk 
menggambarkan dan menafsirkan data yang berkaitan dengan fakta, kondisi, 
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variabel, serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Data yang 
diperoleh disajikan apa adanya sesuai dengan temuan di lapangan tanpa melakukan 
manipulasi terhadap kondisi yang diteliti. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti peraturan desa, 
laporan kegiatan, arsip kelompok tani, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan 
fokus penelitian. Penggunaan berbagai sumber data bertujuan untuk memperoleh 
informasi yang lebih terperinci dan komprehensif. 

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung 
dalam peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani. Informan 
tersebut meliputi Kepala Desa sebanyak 1 orang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebanyak 1 orang, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 
sebanyak 1 orang, Ketua Kelompok Tani sebanyak 1 orang, serta Anggota Kelompok 
Tani sebanyak 5 orang, sehingga jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini 
adalah 9 orang. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan 
pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan 
langsung yang relevan dengan fokus penelitian. 

Hasil 
1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Palasa Lambori, peran pemerintah desa 
sebagai fasilitator merupakan peran yang paling menonjol dan diakui oleh seluruh 
informan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ryaas Rasyid (2010) yang menyatakan 
bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang 
kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dengan memadukan berbagai kepentingan 
masyarakat. Dalam penelitian ini, peran fasilitator pemerintah desa diwujudkan 
melalui dua bentuk utama, yaitu fasilitasi fisik dan fasilitasi non-fisik yang ditujukan 
untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani. 

Fasilitasi fisik dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian 
yang bersumber dari anggaran desa. Seluruh informan, baik dari unsur pemerintah 
desa maupun kelompok tani, mengonfirmasi adanya pemberian bantuan berupa 
mesin paras, tang semprot, obat-obatan, pupuk, serta bibit tanaman cengkeh dan 
coklat. Kepala Desa Palasa Lambori menyampaikan bahwa, “kami pemerintah desa 
dalam hal ini memberikan fasilitas-fasilitas kepada kelompok tani berupa mesin paras, teng 
semprot, dan obat-obatan. Selain itu kami pemerintah desa juga menyiapkan bibit yang 
dibutuhkan seperti bibit coklat dan cengkeh”. (wawancara 09 September 2025) Pernyataan 
tersebut diperkuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palasa Lambori 
yang menyatakan, “fasilitasnya seperti mesin paras, teng semprot, obat-obatan, dan juga 
bibit cengkeh dan coklat” (wawancara 10 September 2025). 

Dari perspektif penerima manfaat, Ketua Kelompok Tani dan anggota 
kelompok tani membenarkan adanya penerimaan bantuan tersebut. Ketua Kelompok 
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Tani menyatakan bahwa, “untuk sementara pemerintah desa memberikan bantuan berupa 
sarana pendukung seperti mesin paras, tang semprot, obat-obatan, dan membantu pengadaan 
pupuk dan bibit” (wawancara 12 September 2025). Bantuan yang diberikan oleh 
pemerintah desa tersebut bertujuan untuk mempermudah operasional petani, 
meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas sektor 
pertanian di Desa Palasa Lambori. 

Selain dukungan fisik, pemerintah desa juga menjalankan peran fasilitator 
melalui fasilitasi non-fisik berupa pendampingan dan peningkatan kapasitas petani. 
Pemerintah desa menghadirkan tim penyuluh pertanian yang memberikan 
pemahaman terkait teknik bertani yang baik, penggunaan pupuk secara tepat, serta 
metode penanaman yang sesuai dengan kondisi lahan. Pemerintah desa juga 
membuka ruang partisipasi bagi kelompok tani melalui musyawarah desa dan 
pertemuan kelompok tani yang dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian aspirasi, 
keluhan, dan kebutuhan petani. Kondisi ini menunjukkan adanya komunikasi dan 
hubungan yang cukup baik antara pemerintah desa dan kelompok tani dalam 
mendukung pembangunan pertanian desa. Meskipun demikian, pemerintah desa 
disarankan untuk terus meningkatkan keberlanjutan peran fasilitator melalui 
penguatan pendampingan, komunikasi, serta evaluasi rutin terhadap program dan 
bantuan yang diberikan agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan 
petani. 

 
2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator 

Peran pemerintah sebagai regulator diwujudkan melalui pemberian arah dan 
keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menetapkan peraturan 
sebagai acuan dasar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah berfungsi 
mengatur dan mengendalikan kegiatan pembangunan agar berjalan sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa 
Palasa Lambori telah menjalankan peran sebagai regulator dengan menetapkan 
kerangka hukum formal yang mengatur keberadaan dan aktivitas kelompok tani. 
Peran ini dipandang krusial oleh para informan karena menjadi landasan legalitas 
organisasi petani dalam menjalankan kegiatan serta berpartisipasi dalam program 
pembangunan desa. 

Pelaksanaan peran pemerintah Desa Palasa Lambori sebagai regulator dalam 
pemberdayaan kelompok tani diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan 
Peraturan Desa (Perdes) serta penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang 
pembentukan kelompok tani. Kombinasi kedua instrumen hukum tersebut bertujuan 
untuk menciptakan fondasi kelembagaan kelompok tani yang kuat, sah, dan 
berlandaskan hukum. Dengan adanya Perdes dan SK Kepala Desa, setiap kelompok 
tani yang menerima bantuan dan terlibat dalam program pembangunan desa 
memiliki penguat hukum yang jelas, sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum 
dalam mengakses dana, menjalin kemitraan, serta menjamin akuntabilitas 
penggunaan sumber daya. Kondisi ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi 
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konflik dan praktik yang merugikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. 
Peran regulator pemerintah desa tersebut ditegaskan oleh Kepala Desa Palasa 
Lambori yang menyatakan bahwa, “kami pemerintah desa membuat peraturan desa 
(Perdes) tentang kelompok tani dan kemudian dikeluarkan juga surat keputusan kepala desa 
tentang pembentukan kelompok tani, agar dalam hal ini kelompok tani yang sudah dibentuk 
sudah legal dan ada penguat hukum” (wawancara, 09 September 2025). Pernyataan ini 
menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memastikan bahwa 
kelompok tani tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga memiliki dasar 
hukum yang jelas dan sah. 

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran 
regulator secara optimal dan terstruktur dengan memprioritaskan legalitas serta 
kepastian hukum bagi kelompok tani. Melalui penciptaan payung hukum dan 
penguatan legalitas kelembagaan, pemerintah desa memastikan bahwa kelompok tani 
tidak lagi bersifat informal, melainkan memiliki status hukum yang diakui. Status 
legal ini sangat fundamental karena memungkinkan kelompok tani untuk mengakses 
program bantuan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta menjamin 
akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang diterima. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa 
telah mengambil langkah formal dan administratif dalam memperkuat keberadaan 
kelompok tani melalui penetapan Peraturan Desa tentang kelompok tani dan 
penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukannya. Perdes 
berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur keberadaan, peran, dan mekanisme 
kerja kelompok tani di tingkat desa, sedangkan SK Kepala Desa menjadi bukti legalitas 
resmi atas pembentukan kelompok tani. Dengan adanya regulasi dan keputusan 
formal tersebut, kelompok tani memiliki status yang jelas dan diakui secara hukum, 
sehingga memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pembinaan, pengawasan, 
serta penyaluran bantuan dan program pertanian. Selain itu, legalitas ini juga 
memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi anggota kelompok tani dalam 
menjalankan aktivitas pertanian serta menjalin kerja sama dengan pihak lain. 

 
3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator 

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator, yaitu sebagai penggerak, 
motivator, dan pendorong kemandirian kelompok tani, teridentifikasi telah berjalan 
cukup aktif, namun memunculkan persepsi yang beragam antara pihak pemerintah 
desa dan kelompok tani. Temuan penelitian menunjukkan adanya upaya aktif dari 
pemerintah desa dalam mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas pertanian, 
di sisi lain terdapat harapan dari petani akan pendampingan yang lebih intensif dan 
berkelanjutan, khususnya dalam membangun kepercayaan diri dan kemandirian 
mental petani. 

Kepala Desa Palasa Lambori menjelaskan bahwa pemerintah desa telah 
menjalankan peran dinamisator secara terintegrasi dengan peran regulator, dengan 
fokus pada pengenalan inovasi pertanian yang berbasis standar teknis dan kaidah 
ilmiah. Pemerintah desa berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya 
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mendorong inovasi, tetapi juga memastikan bahwa inovasi tersebut diterapkan secara 
disiplin dan sesuai dengan aturan di bidang pertanian agar menghasilkan 
produktivitas yang optimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa 
Palasa Lambori yang menyatakan, “jadi kalau yang bersifat inovasi, terkadang pemerintah 
desa selalu memberikan program-program yang sifatnya unik, seperti misalnya dalam hal 
menanam coklat sambung pucuk. Itu ada memang aturan-aturan berdasarkan aturan di 
bidang pertanian. Jadi kalau tidak mengacu ke hal itu, yakin dan percaya teknik penanaman 
coklat itu tidak akan maksimal” (wawancara 09 September 2025). 

Kelompok tani sebagai subjek pemberdayaan memandang bahwa dinamika 
pemberdayaan tidak hanya diukur dari pemberian bantuan atau inovasi teknis 
semata, tetapi juga dari pendampingan yang bersifat proses dan berkelanjutan. 
Anggota Kelompok Tani, Bapak Ikra, menyampaikan bahwa, “pemerintah desa sering 
melibatkan kami dalam musyawarah dan kegiatan pertanian, tapi kami juga berharap 
pemerintah lebih sering turun langsung memberi pendampingan dan semangat, karena masih 
ada teman-teman petani yang kurang yakin bisa mandiri tanpa bantuan dari luar” 
(wawancara 13 September 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan 
antara upaya pemerintah desa dan kebutuhan mental petani, khususnya dalam 
membangun kepercayaan diri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan 
eksternal. 

Harapan akan pendampingan yang lebih berkelanjutan juga disampaikan oleh 
anggota kelompok tani lainnya. Bapak Sarip menyatakan bahwa, “kami juga berharap 
bantuan seperti ini bisa lebih berkelanjutan dan tidak hanya berhenti di pemberian alat atau 
bibit saja. Kalau ada pendampingan terus-menerus dari pemerintah desa, hasilnya pasti akan 
lebih baik lagi” (wawancara 07 Desember 2025). Temuan ini menegaskan bahwa 
meskipun pemerintah desa telah menjalankan peran dinamisator dengan cukup baik 
melalui inovasi, pembinaan, dan pengawasan, masih dibutuhkan penguatan peran 
tersebut dalam bentuk pendampingan lapangan yang lebih intensif dan 
berkesinambungan agar kemandirian petani dapat terwujud tidak hanya secara 
materi, tetapi juga secara mental dan sikap. 

Selain sebagai dinamisator, pemerintah desa juga menjalankan peran sebagai 
katalisator, yaitu sebagai pihak yang mempercepat proses pemberdayaan melalui 
pembangunan kemitraan dan penghubung antar pemangku kepentingan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa peran katalisator ini terutama terwujud melalui 
sinergi antar lembaga desa serta pelibatan kelompok tani dalam perencanaan program 
pembangunan. Pemerintah Desa Palasa Lambori menjalin kemitraan internal dengan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(LPMD), di mana BPD diposisikan sebagai mitra strategis dalam fungsi pengawasan 
terhadap setiap program pemerintah desa. Kepala Desa Palasa Lambori menyatakan 
bahwa, “kami dari pemerintah desa mempunyai mitra di desa yang namanya Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan setiap program yang 
dikeluarkan atau diprogramkan oleh pemerintah desa” (wawancara 09 September 2025). 

Kemitraan tersebut berfungsi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta 
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efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani. Selain itu, pemerintah 
desa juga melibatkan kelompok tani secara partisipasi dalam proses perencanaan 
program melalui musyawarah. Anggota Kelompok Tani, Bapak Ikra, menyatakan 
bahwa, “pemerintah desa biasanya melibatkan kami dulu sebelum buat program, jadi mereka 
tahu kebutuhan petani di sini seperti apa. Misalnya, sebelum ada bantuan pupuk dan alat 
pertanian, kami diminta masukan dulu lewat musyawarah” (wawancara 13 September 2025). 
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sarip yang menyatakan, 
“pemerintah desa biasanya melibatkan kami dulu sebelum buat program, jadi mereka tahu 
kebutuhan petani di sini seperti apa” (wawancara 07 Desember 2025). 

Keterlibatan petani dalam perencanaan ini dikonfirmasi oleh Ketua Kelompok 
Tani, Bapak Sulmin, yang menyatakan bahwa pemerintah desa datang berdiskusi dan 
mendengarkan masukan dari kelompok tani sebelum program dilaksanakan. Selain 
kemitraan internal, pemerintah desa juga menjalankan peran katalisator secara 
eksternal dengan bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dan 
pemerintah di tingkat kabupaten. Ketua Kelompok Tani, Bapak Sulmin, 
menyampaikan bahwa, “pemerintah desa juga memfasilitasi kami untuk ikut program dari 
pemerintah kabupaten” (wawancara 12 September 2025). 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah 
desa sebagai katalisator telah berjalan, terutama dalam membangun sinergi antar 
lembaga desa, memastikan perencanaan program bersifat partisipasi, serta membuka 
akses kelompok tani terhadap program pemberdayaan dari tingkat kabupaten. Peran 
ini memperkuat jejaring kelembagaan dan memperluas sumber daya bagi kelompok 
tani, sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas 
bagi kesejahteraan petani di Desa Palasa Lambori. 
4. Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator 

Peran pemerintah desa sebagai katalisator, yaitu sebagai agen yang 
mempercepat proses pemberdayaan melalui pembangunan kemitraan dan 
penghubung antar pemangku kepentingan, teridentifikasi dalam temuan penelitian di 
Desa Palasa Lambori. Meskipun demikian, peran katalisator ini lebih banyak terwujud 
dalam bentuk kemitraan internal antar lembaga desa serta keterlibatan partisipasi 
kelompok tani dalam perencanaan program. Kemitraan yang paling menonjol adalah 
antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana BPD 
diposisikan sebagai mitra strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap 
setiap program pemerintah desa. 

Kepala Desa Palasa Lambori, Bapak Ridwan Lanatji, menyatakan bahwa, “kami 
dari pemerintah desa mempunyai mitra di desa yang namanya Lembaga Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan setiap program yang 
dikeluarkan atau diprogramkan oleh pemerintah desa” (wawancara 09 September 2025). 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa secara resmi mengakui 
BPD sebagai mitra kelembagaan yang memiliki peran penting dalam sistem 
pengawasan internal desa. Keberadaan BPD sebagai lembaga pengawas 
mencerminkan berjalannya sistem akuntabilitas internal, di mana setiap program 
pemberdayaan kelompok tani dapat diawasi  agar  berjalan  secara  efektif,  
transparan,  dan  akuntabel.  Kemitraan 
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pengawasan ini dinilai sangat penting dalam menjamin pengelolaan dana desa yang 
transparan serta melegitimasi kebijakan pembangunan di mata masyarakat. 

Selain bermitra dengan BPD, pemerintah desa juga menjalin kemitraan dengan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Ketua LPMD, Bapak Darjan, 
mengonfirmasi pelibatan lembaganya dengan menyatakan bahwa, “pemerintah desa 
juga melibatkan LPMD dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan kelompok tani”  
(Wawancara, 11 September 2025). Keterlibatan LPMD dalam tahap perencanaan 
memastikan bahwa program pemberdayaan kelompok tani disusun sesuai dengan 
aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sedangkan pelibatan dalam tahap evaluasi 
berfungsi untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan 
upaya pemerintah desa dalam mengintegrasikan lembaga lokal ke dalam seluruh 
siklus program pemberdayaan, sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih 
relevan, terukur, dan berorientasi pada prinsip good governance. 

Selain membangun kemitraan antar lembaga desa, pemerintah desa juga 
menjalankan peran katalisator melalui pelibatan langsung kelompok tani dalam 
perencanaan program. Anggota Kelompok Tani, Bapak Ikra, menyatakan bahwa, 
“pemerintah desa biasanya melibatkan kami dulu sebelum buat program, jadi mereka tahu 
kebutuhan petani di sini seperti apa. Misalnya, sebelum ada bantuan pupuk dan alat 
pertanian, kami diminta masukan dulu lewat musyawarah” (wawancara 13 September 2025). 
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sarip yang menyatakan, 
“pemerintah desa biasanya melibatkan kami dulu sebelum buat program, jadi mereka tahu 
kebutuhan petani di sini seperti apa” (wawancara 07 Desember 2025). Temuan ini 
menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan perencanaan partisipasi 
dengan melibatkan kelompok tani sejak tahap awal, sehingga program 
pemberdayaan yang dilaksanakan bersifat tepat sasaran dan didasarkan pada 
kebutuhan nyata petani. 

Keterlibatan kelompok tani dalam proses perencanaan tersebut dikonfirmasi 
oleh Ketua Kelompok Tani, Bapak Sulmin, yang menyatakan bahwa pemerintah desa 
datang berdiskusi dan mendengarkan masukan dari kelompok tani sebelum program 
dilaksanakan. Selain kemitraan internal, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya 
kemitraan eksternal, di mana pemerintah desa bertindak sebagai penghubung antara 
kelompok tani dan pemerintah di tingkat kabupaten. Ketua Kelompok Tani, Bapak 
Sulmin, menyampaikan bahwa, “pemerintah desa juga memfasilitasi kami untuk ikut 
program dari pemerintah kabupaten” (wawancara 12 September 2025). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Palasa Lambori 
telah menjalankan peran katalisator dan fasilitator secara bersamaan dengan 
bertindak sebagai penghubung yang proaktif antara kelompok tani dan pemerintah di 
tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah desa tidak hanya berfokus pada program 
internal desa, tetapi juga berupaya membuka akses kelompok tani terhadap program- 
program pemberdayaan yang bersumber dari pemerintah kabupaten. Peran ini sangat 
penting dalam memperluas sumber daya, peluang, serta jejaring kelembagaan 
kelompok tani, sehingga dampak program pemberdayaan dapat dirasakan secara 
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lebih luas. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah 
desa sebagai katalisator telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam 
membangun sinergi antar lembaga desa seperti pemerintah desa, BPD, dan LPMD, 
serta dalam memastikan perencanaan program pemberdayaan bersifat partisipasi 
dengan melibatkan kelompok tani. Selain itu, pemerintah desa juga telah berperan 
sebagai jembatan penghubung dalam mengakses program pemberdayaan dari tingkat 
kabupaten. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Oktaviani, 
Alamsyah and Rusdin, 2024) yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan 
Kelompok Tani di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala”, yang 
menggunakan kerangka teori Ryaas Rasyid (2010) mengenai empat peran pemerintah, 
yaitu sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, dan katalisator. Kesamaan temuan 
tersebut menunjukkan bahwa pola peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok 
tani di Desa Palasa Lambori memiliki karakteristik yang sejalan dengan praktik 
pemberdayaan di desa lain, khususnya dalam konteks penguatan kelembagaan dan 
kemitraan. 

 
Pembahasan 
1. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator 

Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran sebagai fasilitator 
secara optimal dalam pemberdayaan kelompok tani. Hal ini sejalan dengan teori 
Ryaas Rasyid (2010) yang menegaskan bahwa peran awal dan fundamental 
pemerintah dalam pembangunan adalah menciptakan kondisi yang kondusif melalui 
fasilitasi, baik dalam bentuk penyediaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas, 
maupun penyaluran aspirasi masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa 
peran fasilitator menjadi peran yang paling menonjol dan diakui oleh seluruh 
informan, karena diwujudkan secara konkret melalui penyediaan bantuan fisik seperti 
alat pertanian, bibit, pupuk, dan obat-obatan, serta bantuan nonfisik berupa 
penyuluhan, pelatihan teknis, dan ruang partisipasi bagi kelompok tani. 

Penyediaan fasilitas fisik oleh pemerintah desa, seperti mesin paras, tangki 
semprot, obat-obatan, pupuk, dan bibit coklat serta cengkeh, menunjukkan bahwa 
pemerintah desa telah berperan aktif sebagai penyedia input produksi yang 
dibutuhkan petani. Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat menurut 
(Huda, 2021), fasilitasi input dasar merupakan Penguatan kapasitas kelompok 
sasaran melalui pendekatan pengembangan kapasitas (capacity building) merupakan 
langkah awal yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. 
Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap informasi 
serta teknologi, kelompok dapat mengembangkan potensi lokal, memperbaiki 
produktivitas, serta mengurangi kerentanan ekonomi sosial sehingga mampu 
berkontribusi secara lebih mandiri dalam pembangunan. Bantuan tersebut tidak 
hanya membantu meringankan beban kerja petani, tetapi juga menjadi fondasi awal 
bagi peningkatan hasil pertanian dan penguatan posisi kelompok tani sebagai subjek 
pembangunan desa. 

Selain fasilitasi fisik, pemerintah desa juga menjalankan peran fasilitator dalam 
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bentuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani melalui kegiatan penyuluhan 
dan pelatihan teknis. Upaya mendatangkan tenaga penyuluh pertanian untuk 
memberikan pemahaman tentang cara bertani yang lebih efisien, penggunaan pupuk, 
dan teknik penanaman modern menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan 
sebagai jembatan pengetahuan antara petani dan inovasi pertanian. Hal ini sejalan 
dengan pandangan (Dehkordi, Bawary and Layani, 2023) yang menyatakan bahwa 
Pembangunan pedesaan berkelanjutan sangat bergantung pada pengembangan 
sumber daya manusia, terutama melalui transfer pengetahuan dan keterampilan 
kepada penduduk pedesaan. Investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan bantuan 
teknis memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi inovasi produktif, 
meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kerentanan ekonomi secara lebih efektif 
daripada bantuan materi semata.. 

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran fasilitator pemerintah 
desa diperkuat melalui fasilitasi aspirasi dan partisipasi petani dalam perencanaan 
pembangunan. Pemerintah desa secara aktif mengadakan musyawarah desa dan 
pertemuan kelompok tani sebagai ruang dialog dua arah untuk menampung 
kebutuhan, keluhan, dan saran petani. Pendekatan ini sejalan dengan teori 
pembangunan partisipasi yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 
proses perencanaan akan meningkatkan relevansi dan keberhasilan program 
pembangunan. Dengan menjadikan kelompok tani sebagai mitra strategis dalam 
musyawarah desa, pemerintah desa memperlihatkan pengakuan terhadap posisi 
petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian di desa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Raintung, 
Sambiran and Sumampow, 2021), yang menemukan bahwa Upaya pemberdayaan 
kelompok tani yang efektif mencakup penyuluhan, pelatihan keterampilan, dan 
proses partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan, 
sehingga petani berperan aktif dalam setiap tahap. Selain itu, penelitian (Vidyawati, 
Singh and Jadoun, 2025) menunjukkan bahwa Penyuluhan pertanian partisipasi 
meningkatkan partisipasi petani dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan 
dengan memberdayakan petani untuk mengadopsi inovasi dan membuat keputusan 
secara mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan dan otonomi dalam 
komunitas pertanian. Penelitian lain oleh (Ledjab, Kamariyah and Sholicah, 2025) 
juga menegaskan bahwa Keterlibatan petani dalam perencanaan pembangunan desa 
melalui musyawarah desa memperlihatkan bahwa partisipasi tersebut tidak hanya 
meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat 
kepemilikan terhadap hasil program pembangunan sehingga meningkatkan 
efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal. 

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peran 
fasilitator Pemerintah Desa Palasa Lambori telah dijalankan secara komprehensif 
melalui fasilitasi fisik, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi aspirasi petani. Temuan ini 
memperkuat teori Ryaas Rasyid (2010) dan didukung oleh penelitian terdahulu bahwa 
keberhasilan pemberdayaan kelompok tani sangat ditentukan oleh kemampuan 
pemerintah desa dalam memfasilitasi kebutuhan dasar, pengetahuan, dan partisipasi 
masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. 
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2. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator 
Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran sebagai regulator 

dalam pemberdayaan kelompok tani sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid 
(2010), yang menyatakan bahwa salah satu peran utama pemerintah dalam 
pembangunan adalah menetapkan aturan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan 
kegiatan masyarakat. Peran regulator bertujuan menciptakan keteraturan, kepastian 
hukum, dan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Temuan penelitian 
memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah membentuk kerangka hukum formal 
melalui penerbitan Peraturan Desa (Perdes) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa 
tentang pembentukan kelompok tani, yang menjadi dasar legalitas organisasi petani 
dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan. 

Secara kelembagaan, keberadaan Perdes dan SK Kepala Desa menunjukkan 
bahwa pemerintah desa telah membangun fondasi hukum yang kuat bagi kelompok 
tani sebagai subjek pembangunan. Dalam perspektif teori good governance, regulasi 
yang jelas merupakan prasyarat utama bagi akuntabilitas, transparansi, dan 
efektivitas program pembangunan. Legalitas kelompok tani memungkinkan 
pemerintah desa mengatur mekanisme penyaluran bantuan, pengawasan 
penggunaan sumber daya, serta meminimalkan potensi konflik dan penyalahgunaan 
dana. Hal ini menegaskan bahwa peran regulator tidak hanya bersifat administratif, 
tetapi juga strategis dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang tertib dan 
berlandaskan hukum. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rorimpandey, Pioh and 
Tulung, 2023) yang menyatakan bahwa Peran pemerintah sebagai regulator 
menentukan arah pemberdayaan kelompok tani melalui penyusunan aturan, 
kebijakan, dan mekanisme kelembagaan. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum 
yang memungkinkan kelompok tani memperoleh akses dukungan bantuan, 
memperkuat legitimasi kelembagaan, dan memperluas kesempatan untuk bermitra 
dengan instansi lain. Selain itu, penelitian oleh (Ramli, Muhiddin and Yusuf, 2024) 
menegaskan bahwa Peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan 
kelompok tani mencakup penyusunan aturan dan kebijakan yang memberikan 
landasan kelembagaan sehingga kelompok tani memiliki legitimasi hukum. Regulasi 
tersebut penting untuk memperkuat posisi tawar kelompok tani dalam akses bantuan 
dan kerja sama, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan bantuan pertanian. Penelitian 
lain oleh (Purnomo et al., 2022) juga menemukan bahwa Penetapan status hukum atas 
kelompok tani atau organisasi kelembagaan petani merupakan faktor penting dalam 
keberlanjutan program pemberdayaan pertanian. Legalitas kelembagaan memberikan 
dasar hukum yang kuat untuk memudahkan kelompok tani mengakses dukungan 
pemerintah, program bantuan, dan kemitraan, sehingga memperkuat kapasitas dan 
keberlanjutan kegiatan pertanian di pedesaan. 

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peran 
regulator Pemerintah Desa Palasa Lambori telah berjalan optimal melalui penetapan 
Perdes dan SK Kepala Desa sebagai dasar legalitas kelompok tani. Temuan ini 
memperkuat teori Ryaas Rasyid (2010) mengenai pentingnya peran regulator dalam 
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pembangunan serta didukung oleh penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa 
kepastian hukum merupakan syarat fundamental bagi keberhasilan dan keberlanjutan 
pemberdayaan kelompok tani di tingkat desa. 

 
3. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator 

Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran sebagai dinamisator 
dalam pemberdayaan kelompok tani, sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid 
(2010) yang menempatkan pemerintah sebagai penggerak, motivator, dan pendorong 
kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, peran dinamisator tidak hanya dimaknai 
sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi, 
membangun kesadaran, serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk 
bertransformasi menuju kemandirian. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa 
pemerintah desa telah berupaya menjalankan peran tersebut melalui pengenalan 
inovasi pertanian, pelatihan teknis, motivasi sosial, serta kehadiran langsung di 
lapangan. 

Upaya pemerintah desa dalam mendorong inovasi teknis, seperti penerapan 
teknik sambung pucuk pada tanaman kakao dan pelatihan pembuatan pupuk 
organik, menunjukkan bahwa peran dinamisator dijalankan secara terintegrasi 
dengan peran regulator. Hal ini sejalan dengan pandangan (Yin, Chen and Li, 2022) 
yang menyatakan bahwa Pembangunan pedesaan yang efektif tidak hanya 
membutuhkan perubahan struktural dalam pola produksi dan organisasi sosial- 
ekonomi, tetapi juga menuntut adopsi inovasi teknologi yang didukung oleh kapasitas 
kelembagaan lokal serta kesiapan teknis pelaku pembangunan untuk memenuhi 
standar operasional dan teknis yang relevan. Kelembagaan yang kuat berperan 
sebagai mediator antara inovasi dan masyarakat lokal untuk mentransformasikan 
inovasi menjadi praktik yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah desa tidak 
hanya memotivasi petani untuk berubah, tetapi juga mengarahkan perubahan 
tersebut agar sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga inovasi yang diterapkan benar- 
benar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. 

Selain aspek inovasi teknis, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa 
pemerintah desa bersama BPD dan LPMD memanfaatkan ruang-ruang sosial 
masyarakat sebagai sarana motivasi dan penggerakan kolektif. Dorongan dan 
motivasi yang disampaikan dalam berbagai kegiatan sosial mencerminkan peran 
dinamisator yang bersifat kultural dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan 
teori pemberdayaan masyarakat menurut Ife, yang menekankan bahwa perubahan 
sosial dan kemandirian tidak hanya dibangun melalui intervensi ekonomi, tetapi juga 
melalui penguatan nilai, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan cara ini, sektor pertanian tidak diposisikan sebagai urusan teknis 
semata, melainkan sebagai gerakan bersama yang mengakar dalam struktur sosial 
desa. 

Temuan penelitian juga mengungkap adanya kesenjangan persepsi antara 
pemerintah desa dan kelompok tani terkait makna kemandirian. Pemerintah desa 
memandang bantuan sebagai stimulus sementara untuk mendorong kelompok tani 
agar mandiri, sedangkan petani menilai bahwa kemandirian hanya dapat dicapai 
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melalui pendampingan yang berkelanjutan dan intensif. Kondisi ini menguatkan 
pandangan bahwa peran dinamisator tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk 
pelatihan dan pengawasan sesekali, tetapi membutuhkan proses pendampingan 
jangka panjang yang menyentuh aspek mental dan psikologis petani. Hal ini sejalan 
dengan temuan penelitian (Pangaribuan and Kurniaty, 2025) yang menyimpulkan 
bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator pemberdayaan kelompok tani akan 
lebih efektif jika dilengkapi dengan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan di 
lapangan. Kegiatan dinamisasi yang meliputi sosialisasi, pelatihan, kunjungan 
lapangan, serta pendampingan intensif oleh penyuluh atau aparatur pemerintah 
meningkatkan partisipasi petani dan memperkuat keberhasilan program 
pemberdayaan.. 

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peran 
dinamisator Pemerintah Desa Palasa Lambori telah berjalan aktif melalui inovasi, 
motivasi sosial, dan pengawasan lapangan. Namun, untuk mencapai kemandirian 
kelompok tani secara utuh, peran tersebut perlu diperkuat melalui pendampingan 
yang lebih intensif dan berkesinambungan. Temuan ini memperkuat Ryaas Rasyid 
(2010) serta didukung oleh penelitian terdahulu, bahwa keberhasilan pemberdayaan 
tidak hanya ditentukan oleh bantuan material, tetapi sangat bergantung pada 
kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan, memotivasi, dan membangun 
mental kemandirian petani secara berkelanjutan. 

 
4. Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator 

Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran katalisator dalam 
pemberdayaan kelompok tani sebagaimana dikemukakan dalam teori peran 
pemerintah oleh Ryaas Rasyid (2010), yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki 
empat peran utama dalam pembangunan, yaitu sebagai fasilitator, regulator, 
katalisator, dan dinamisator. Dalam konteks peran katalisator, pemerintah berfungsi 
sebagai agen percepatan pembangunan dengan membangun kemitraan, memperluas 
jejaring, serta menghubungkan berbagai aktor pembangunan agar tujuan 
pemberdayaan dapat tercapai secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
peran ini diwujudkan melalui sinergi antar lembaga desa serta pelibatan aktif 
kelompok tani dalam setiap tahapan program. 

Secara kelembagaan, kemitraan antara Pemerintah Desa Palasa Lambori dan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas 
dan pengawasan internal, yang merupakan bagian penting dalam teori tata kelola 
pemerintahan desa. Dalam perspektif Ryaas Rasyid (2010), kemitraan ini memperkuat 
peran katalisator karena pemerintah desa tidak bekerja secara unilateral, melainkan 
mendorong adanya kontrol dan legitimasi kebijakan melalui lembaga representatif 
desa. Fungsi pengawasan yang dijalankan BPD mempercepat pencapaian tujuan 
pemberdayaan dengan memastikan program kelompok tani berjalan transparan dan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Selanjutnya, keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 
dalam proses perencanaan dan evaluasi program kelompok tani menunjukkan 
penguatan pendekatan pembangunan partisipasi, sebagaimana dikemukakan oleh 
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(Laliboso, Pangkey and Londa, 2024),  yang  menekankan  bahwa  partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi 
dijelaskan secara rinci dalam literatur partisipasi masyarakat klasik yang sering 
dikutip untuk studi pembangunan pedesaan. Pelibatan LPMD dan kelompok tani 
dalam musyawarah desa memungkinkan pemerintah desa bertindak sebagai 
katalisator yang menjembatani aspirasi petani dengan kebijakan desa, sehingga 
program pemberdayaan menjadi lebih relevan, terukur, dan berkelanjutan. 

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Sugiarno, 
Nazaki and Satyagraha Adiputra, 2024) yang menemukan bahwa peran pemerintah 
desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan 
kelompok tani, dengan hasil bahwa peran-peran tersebut penting tetapi 
implementasinya belum optimal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemitraan 
antar lembaga desa dan keterlibatan kelompok tani dalam perencanaan program 
mampu meningkatkan efektivitas dan dampak program pemberdayaan. Selain itu, 
penelitian oleh (Apriana and Sukmana, 2024) mengungkapkan bahwa pemerintah 
desa berperan sebagai fasilitator dan penghubung penting dalam penyampaian 
kebutuhan petani ke pemerintah yang lebih tinggi, termasuk upaya memperoleh 
bantuan, sumber daya, dan dukungan program yang sesuai kebutuhan masyarakat 
agraris. Penelitian lain oleh (Syukur, 2024) juga menegaskan bahwa Kolaborasi antar 
kelembagaan dan proses perencanaan yang disertai partisipasi aktif masyarakat 
merupakan elemen penting dalam menciptakan sinergi pembangunan pedesaan. 
Integrasi peran pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan 
lainnya dalam perencanaan partisipasi meningkatkan relevansi kebijakan, kualitas 
implementasi, dan keberlanjutan hasil pembangunan, termasuk pada sektor 
pertanian. 

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peran 
katalisator Pemerintah Desa Palasa Lambori telah berjalan secara optimal melalui 
penguatan kemitraan kelembagaan, perencanaan partisipasi, serta perluasan jejaring 
dengan pemerintah kabupaten. Temuan ini tidak hanya memperkuat teori Ryaas 
Rasyid (2010) mengenai peran pemerintah dalam pembangunan, tetapi juga 
mengonfirmasi hasil penelitian terdahulu bahwa keberhasilan pemberdayaan 
kelompok tani sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam bertindak 
sebagai katalis yang mengintegrasikan aktor, sumber daya, dan kepentingan 
pembangunan di tingkat lokal. 

 
Kesimpulan 

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Palasa 
Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, secara umum telah menjawab 
rumusan masalah dengan menunjukkan adanya kerangka Ryaas Rasyid (2010) yang 
terjadi ditingkat formal dan strategis, dengan derajat keberhasilan yang bervariasi 
antara indikator. Teori Peran Ryaas Rasyid (2010) yang menekankan empat indikator 
(Pemerintah Sebagai Fasilitator, Pemerintah Sebagai Regulator, Pemerintah Sebagai 
Dinamisator, dan Pemerintah Sebagai Katalisator) telah berfungsi sebagai alat 
kerangka yang valid untuk menganalisis dinamika hubungan antara Pemerintah Desa 
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dan Kelompok Tani. 
Dari empat indikator tersebut, dua indikator telah menunjukkan kondisi yang 

optimal dan menjadi fondasi yang kuat bagi peran pemerintah desa, Pemerintah 
Sebagai Fasilitator: peran fasilitator optimal karena telah dilakukan secara 
komprehensif, ditandai dengan keselarasan penuh antara program pemerintah 
diantarnya penyediaan mesin paras, bibit, penyuluhan dan penerima manfaat oleh 
kelompok tani. Pemerintah Sebagai Regulator: peran regulator juga optimal karena 
pemerintah desa berhasil menciptakan kerangka kerja hukum melalui penetapan 
Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala desa, sehingga memberikan legalitas, 
kepastian hukum, dan landasan akuntabilitas bagi kelompok tani sebagai subjek 
pemberdayaan. Dan ada dua indikator belum optimal dan menjadi kerapuhan peran 
pemerintah: Pemerintah Sebagai Dinamisator: Pemerintah Desa perlu melakukan 
penyusunan program pendampingan pasca bantuan yang terstruktur, bukan hanya 
sekedar pengawasan. Pemerintah Sebagai Katalisator: Pemerintah Desa harus 
bergerak lebih proaktif, program fasilitasi perlu diperluas dari sekedar input produksi 
menjadi akses pasar dan akses modal. 

Kesimpulannya, Peran Pemerintah Desa di Palasa Lambori menunjukkan 
keberhasilan optimal pada fungsi dukungan program (Fasilitator) dan penciptaan 
landasan hukum (Regulator). Tetapi, tantangan mendasar terletak pada optimalisasi 
Peran Dinamisator yang terhambat oleh adanya perbedaan persepsi yang signifikan 
mengenai konsep kemandirian, dimana Pemerintah Desa fokus pada penghentian 
bantuan (output), sedangkan kelompok tani membutuhkan pendampingan 
berkelanjutan (proses). 
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